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DINAS KEHUTANAN
Jalan Kolonel H. Burlian Punti Kayu Km. 6,5 PO. BOX. 340

Telepon : (071 1) 410739 - 417476 - 411479 Fax. 411479
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KEPUTU$AI\I KEPALA DINAS KEITUTANAN
PROYINSI SUMATERA SELATAN

NoMoR: teTr /RPk ln lrcrs
Tentang

penyusunanNaskahEr,aoemif s;:#ff#ift :3#lg;#.?*anrruranLindungunitXrr
Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan

Menimbang i a.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi $umatera Selatan

bahwa dilarn rangka pengelolaan kawasan hutan di provinsi sumatera
Selatan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 4l Tahun
1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 200? jo perattrran
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Keputusan Menteri Kehuianan Nomor
P.6llvlenhut-il/2ao9, maka perlu dibentuk3rnit-unit pengelolaan hutan
berupa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);

!uh* {ul* rangka memfasilitasi pembangunan KpH di Kota pagar Alam
Provinsi Sumatera Selatan perlu disusun Naskatr Akademis pembentukan
Kelembagaan KPHL Unit XII oleh pakar;
bahwa peruqiukao tenaga atrli (pakar) tersebut, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sumatera seratan. 

.

tlndang-Undang'Nomor 4I tahun 199g tentang Kehutanan;
Peraturan Pemerintatr Nomor M Tahun 2004 tentang perencanaan
Kehutanan;

Mengingat

3. Peraturnr Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 junto Peratrran Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dru penyusunau Reneana
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 rahun zaaz tentang pedoman
Pelaksanaan Anggaran Peudapatan dan Belaqja Negara;

5. Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 64 tahun 2008 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan provinsi sumatera selatan;6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor p.6/IvIenhut-rwa0g &ntang
Pembentukan Wilayah Kesatuan pengelolaan Hutan;

7, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : p.6/Ir4enhut-rllzua ten&ng Norma
Standart Prosedur dan Kriteria KpHp dan KPHL.

8' Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang pedoman
Organisasi dan Tata Kerja fpHf dan Kpllp di Daerah.

9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 76llv1enhut-Iy20fd tauggal 10
Pebruari 2010 tentang Penetapan wilayah KPHL dan KpHp Sovinsi
Sumatera Selatan.

10. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.I IA/II-SeilZAn
tentang Rincian standart Kegiatan dan Biaya (sKB) Bidang planologi 2013.

11. Surat Pengesahan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan-provinsi
sumatera selatan A.n. Menteri Keuangan RI Nomor DIPA
029.06.3.119031/2013 tanggal 5 Desember 2012 teatang pengesahan DIPA
Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan-sumber daria
APBN Tahun Anggaran 201 3;

1? Srrrat lle.kan Fakultas Perfnninn llniversitas Mrrhnmmadivah palemhano
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MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KET'IGA

KEEMPAT

KETIMA

MEMUTUSKAN:

Penunjukan terraga ahli (Pakar) untuk pe.tryusunan Naskah Akademik
Kelembagaan Kesahran Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII Kota Pagar
Alam Provinsi Sumatera Selatan

Menr:njuk tenaga ahli (paler) sebagaimaua tecantum dalam lampira Srra
Keputusan ini sebagai tenaga ahli (pokr) unurk Naskah Akadesft.
Kelembagaan Kesatuan Pengelolaar Hutan Lidung Unit Xtr Koa ror
Alam Provinsi Sumatera Selatan

Tenaga atdi (pakac) sebagaimana diktum pertamatersehs, tEgE
sebagai berikut :

a. Menyusun Naskah Akademis/Kajian Kelembagaan dalsm rqkt
pembentukan kelembagaan KPHL Unit XII Kota Pagar AIam Provisi
Sumatera Selatan;

b. Menghadiri rapat pernbahasau dan konsultasi publik yang dilaks*nalr*n
oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selataa ,talam regb
mengkoordinasikan dan menampung informasilsaraa dalem regh
Menyusun Naskah Akademis/Ifujian Kelembagaaa dalam rmgka
pembenqukan kelembagaan KPHL Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi
Sumatera Selatan;

c. Membuat laporan secara tertulis hasil pelaksanaan kegiatan penyusrxvm.
kajian kepadaKepala Dinas Kehutanan Prcvinsi Sumatera Selatan;

Kegiatanpenyusunan ini dilaksanakan oleh twagaahli (pakar) dengaa sistem
lernbur di luar jam kerjq yaitu pada bulan Oktober sampai dengan November
2013 dan kepada tenaga etrli Grakar) sebagaimana dimaksud pada diktum
pertama diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran.

Segala biaya sebagai akibet diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada
anggaran DIPA Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
sumber dana APBN tahun trnggaftm 2013 Nomor Nomor DIPA
029.06.3. 1 I 903 11201 3 tanggal 5 Desemh er 2012.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Padatanggal :dB Ok+Obef 2013

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubemur Sumatera Selatan di Palembang
2. Direktw Jenderal Plaaologi KeLr*anan Kementerian Kehutanan di Jakarta
3. Yang bersangkutan



No. Nama Pangkat/Jabatan

1.

2.

3.

Dr. YETTY HESTIANA, M.Si.

LULU YUNINGSIH, S.fluh M.Si

DELFY LENSARI, S.Hut, M.Si

Lektor Kepala Jurusan Kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas
Muhammadiph Palembang

Lektor lDosen Jurusan Kehutanan pada
Fakultas Pertanian Universitas
Muhammadiyah Palembang

Asisten Ahlil Dosen Jurusan Kehutanan
pada Fakultas Pertanian Universitas
Muhammadiyah Palembang

Lampiran 1.

Nomor :
Tanggal :

Tentang :

Keputusan Kepala Dinas Kehutaaan Provinsi Sumatera Selatan

/&7t f ap/; /'l l*o u
?.H,"?.Af P"ru"**lf €akar) peusrus,,nan

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit Xtr
Selatan

Naskah Akademik Kelembagm
Kota Pagar Alam Provinsi Smatra
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